
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.16

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan

kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang

yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi,

perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi

kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara,

16 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.
Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.
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Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan

yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau

tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping

sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya

instansi pelaksana putusan pidana (executive ambrenaar). Undang-Undang

Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga

negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan

melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas,

fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah

amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan

wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi

baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang,

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut. 17

17 Ibid. hlm. 128.
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Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu

berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam

beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia,

yaitu:

(1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakum dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut
meyelenggarakan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana

tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan

dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam
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ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagiana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada

hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan

jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri

sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,

lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang

lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan

badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal

34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang

hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan

tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari

Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan
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kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum,

pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujucikan supremasi

hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan

tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama

kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi

kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JAJI/201 0 tentang

Perencanaan Stratejik dan Rencana Kmerja Kejaksaan Ri Tahun 2010-2015,

Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

(1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Jaksa Agung;

(2) Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana,

pembinaan manajemen, admmistrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta

pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
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(3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan

keadilan di bidang pidana.

(4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang interjen yustisial, dibidang

ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,

pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara

serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum,

kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa

Agung;

(5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim

karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

(6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan

peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum

masyarakat;

(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik

di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan

hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi

dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah

ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang
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ada di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat

penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa

penyempumaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

(1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut di-

laksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melak-sanakan

fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah

dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung

jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan

berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku

pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah

dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

(2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang

pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa

merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang

semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh

dua) tahun.

(3) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu

dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang

memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan

penyidikan,misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
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Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan

demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta

bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara,

kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau

pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya

tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara

atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

B. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.18

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

18 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batos Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. him.
12-13
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materil, hukum pidana fonnil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks

sosial.

Sifatnya yang terlalu fonnal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi

apa yang dikatakan sebagai precise justke, maka ukuran-ukuran yang bersifat

materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.19

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model

kemudi (stuur model). Jadi ka]au polisi misalnya hanya memarahi orang yang

melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenamya merupakan suatu keputusan penetapan

hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

seseorang di muka pengadilan. ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime

19 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2
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control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.20

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan

hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana fonnil maupun

hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun

kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan

antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses hukum yang adil dan

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due

process of law in ilebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

uridangan secara fonnil.21

Pernahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap

batin penghonnatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk

mendapatkan hakh aknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum

20 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumi.Bandung. 1986. hlm. 7
21 Muladi. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 1997. hlm. 62.
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dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah

sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum

yang menghonnati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem

peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut diharapkan sejak awal sudah

dapat diberikan dan ditegakkan. Penegakan hukum berdasarkan undang-undang

tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan

pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya

sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama

lain.

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal I Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalaru tubuh manusia akan

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan
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gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan,

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).22

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan

kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut

kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif

yaitu zat yang bekezja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku,

perasaan, dan pikiran.23

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan
tidak ditujukan untuk terapi serta meinpunyai potensi sangat tinggi
menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja)

b. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan
dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: morfin.
petidin).

c. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein)24

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak

pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan

dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana

penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam

jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan

secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok

22 Dharana Lastarya. Op. Cit. hlm.15.
23 Erwin Mappaseng. Op. Cit. hlm.2.
24 Ibid. hlm.3.
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sekaligus,misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana

denda.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilibat dan segi masyarakat

menunjukan pandangan nonnatifmengenai kesalahan yang telah dilakukannya.25

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna

dan pecandu Narkotika.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi I (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

25 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 14.
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Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00
(delapaniniliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp l .000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi I (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana peajara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

(1) Setiap Penyalahguna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama I (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55,
dan Pasal 103.
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(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dibuktikan
atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna
tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila

penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi

penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional,

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Selain

itu terhadap penyalahguna narkotika (bukan pengedar), Undang-Undang

Narkotika mengamanatkan untuk dilaksanakan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis

maupun rehabilitasi sosial sebagai bentuk treatment terhadap pengguna tersebut.

Pada perkembangannya di Indonesia telah beredar narkotika jenis baru, di

antaranya tiga jenis tersebut adalah 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, dan 251-

NBOMe. Ketiganya turunan dan phenethylamme yang bersifat menimbulkan

halusinasi. Obat misangat keras, karena pada kadar 250-500 pikogram telah

membangkitkan efek halusinasi sekitar 12-16 jam. Satu pikogram setara dengan

1/1 trilyun gram. Ketigajenis obat itu benar-benar baru. Pemerintah Swedia baru

melarang narkotika itu pada 1 Agustus 2013. Menyusul Amerika yang melarang

pada 15 November 2013, atau Jumat dua pekan lalu. Narkoba baru itu didapat

ketika Direktorat Tindak Pidana Narotika Bareskrim Poiri menggerebek satu

rumah di Perumahan Mahkota Mas, Cikokol, Tangerang. Hasil pengujian di

laboratorium menunjukkan bahwa barang bukti berbentuk kertas mengandung

25B-NBOMe. Tim BNNmemastikan narkotika tersebut merupakanjenis baru.26

26 http://www.merdeka.com/peristiwa/cc4-narkotika-jenis-baru-yang-mematikan.html
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BNN juga menemukan narkoba jenis baru setelah mendapat laporan masyarakat

yang keluarganya pingsan akibat mengemut lembaran kertas berukuran 1 x 1

sentimeter. Di tempat kejadian perkara tim BNN menemukan lembaran 20 x 20

sentimeter yang jika diedarkan diiris menjadi 400 potongan. Pemeriksaan di

laboratonium kertas itu mengandung senyawa 251-NBOMe.

Bekerja sama dengan bea dan cukai, BNN juga berhasil mengungkap upaya

penyelundupan narkoba baru lainnya, 25C-NBOMe. Narkotika kertas itu seolah

menyerupai LSD --lysergk acid diethylamid, yang lazim dibaca baca “elsid” atau

smile. Padabal, kandungan zat narkotikanya berbeda. Elsid yang telah lama

beredar mengandung zat lysergide dan bersifat menimbulkan halusinasi.

Penggunaannya populer pada 1960 hingga 1980-an, dan sekarang sudah tidak

umum. Sedangkan pengonsumsi ketiga zat baru, secara kasat mata akan

bertingkah berbeda dari orang nonnal. Melihat seorang nenek misalnya, seolah-

olah melihat wanita muda, kucing disangka harimau. Pengaruh yang lain, terjadi

disorientasi pada ruang dan waktu, sehingga sulit membedakan malam ataupun

siang, berada di dalam atau di luar ruangan. Dan secara langsung juga berperilaku

emosional yang meledak mendadak, dan tidak lagi berpikir nonnal.27

27 http://www.merdeka.com/peristiwa/cc4-narkotika-jenis-baru-yang-mematikan.html


